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Abstract

This research aims to find out the review of Islamic law in determining the limitation of gestational
age on the status of children and nasab guardians. The author collects data on how religious leaders
resolve the issue of the status of the child's nasab from the nasab guardian in Pundong village. This
research is a qualitative field research with a juridical sociological approach. Data collection
techniques are interview, observation, and documentation. The author uses descriptive data analysis
techniques. This study concludes that the settlement of the nasab status of children from nasab
guardians in the community of Pundong Village, Diwek Subdistrict, Jombang Regency follows the rules
made by the state, namely including the child's nasab to the father of his mother's legal marriage. The
logical law that is built is that state regulations do not mention the limits of gestational age for
determining the status of legal children.

Keywords: Legal Child, Age Limit of Child in the Womb, Wali Nasab.

BATASAN USIA KANDUNGAN ANAK SAH TERHADAP WALI NASAB
Pandangan Masyarakat Muslim Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Abstrak

Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penentuan
batasan usia kandungan terhadap status anak dan wali nasab. Penulis mengumpulkan data
tentang cara tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan status nasab anak dari wali
nasab di desa Pundong. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan
pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penyelesaian status nasab anak dari wali nasab masyarakat desa
Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mengikuti aturan yang dibuat oleh negara,
yaitu mengikutkan nasab anak kepada ayah pernikahan ibuya yang sah.Penyelesaian masalah
ini sudah sesuai dengan aturan negara. Logika hukum yang dibangun adalah peraturan
negara tidak menyebutkan batasan-batasan usia kehamilan untuk penentuan status anak
sah.

Kata Kunci : Anak Sah, Batasan Usia Anak Dalam Kandungan, Wali Nasab.

1 Mahasiswa Unhasy jombang
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Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang disebabkan adanya suatu hubungan dari subuah
akad yang mengikuti hukum islam dan terpunuhinya syarat sekaligus rukunnya..2 Dalam
perkawinan semua pasangan mempunyai harapan dapat mewujudkan keluarga yang
bahagia dan kekal. Sebab karena itu hubungan perkawinan tidak untuk keperluan sesaat
akan tetapi untuk seumur hidup yang bersifat kekal hingga tujuan perkawinan dapat
terwujud. Dalam hubungan perkawinan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan hawa
nafsunya akan tetapi ada sebuah tujuan untuk menjaga keturunan. Meskipun dalam
perkinahan memiliki rtujuan sedemikian namun juga tidak sedikit dijumpai banyaknya
permasalahan-permasalahan baik sebelum ataupun sesudah berlangsungnya perkawinan.
Seperti yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat permasalahan perempuan hamil
kertika belum adanya pernikahan, dengan permasalahan tersebut akan berakibat terhadap
masa depannya anak yang dikandungnya.

Permasalahan wanita hamil diluar nikah sudah ada sejak zaman dahulu ada hingga
zaman sekarang. Akan tetapi tidak jarang seseorang yang kurang paham bahkan tidak
paham akibat dari perbuatannya yang akan berimbas terhadap anak yang ada di
kandungannya nantinya ketika dia sudah lahir. Seperti berakibat terhadap pernasabannya.
Permasalahan seorang wanita yang hamil diluar nikah semakin hari semakin marak di
kalangan masyarakat, tidak hanya dari kalangan orang dewasa bahkan terdapat pula pada
kalangan anak remaja yang baru menginjak umur belasan tahun. Di dalam al-quran Allah
telah memberikan peringatan untuk menjauhi zina karena zina merupakan hal yang sangat
membawa dampak buruk kepada keturunannya, sebagaimana perintah itu disebutkan

dalam Q.S al- Isra’: 32.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang keji.
Dan suatu jalan yang buruk.”

Menimbang adanya permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat

mengenai hamil di luar nikah terutama dalam penentuan nasab anak terhadap bapaknya.

2 Hikmatullah, Figih Munakahat Pernikahan Dalam Islam, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA,
2021),18
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Maka penulis akan mengambil penelitian ini dengan memunculkan pertanyaan sejauh mana
masyarakat memahami tentang status pernasab seorang anak. Karena perihal pernasaban
seringkali membuat permasalahan di kalangan masyarakat, sedangkan kehidupan di dunia
ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan mengingat menutup aib orang lain
merupakan anjuran untuk semua manusia. Dengan banyaknya permasalahan yang
diakibatkan dari pernasaban, penulis berharap hasil dari penelitiannya nantinya dapat
diambil sebuah pelajaran supaya tidak terjadi kebingungan dalam menentukan pernasaban
terhadap anak luar nikah. Walaupun di dalam Islam terdapat aturan yang mengatur umatnya
dalam pernasaban akan tetapi seseorang juga memiliki hak untuk meminta haknya

terpenuhi akan menjaga keutuhan keluarga dan menutup aib orang lain.

BATASAN USIA ANAK SAH DALAM KANDUNGAN TERHADAP WALI NIKAH

Nikah mempunyai tiga, makna secara bahasa, yaitu al-wat’'u (bersegama
/berhubungan badan) dan al-dammu (mengumpulkan/menggabungkan). Sedangkan secara
majazi bermakna akad, karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (al-
wat’u).3 Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tidak hanya diatur oleh Undang-undang
akan tetapi juga diatur di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan
menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Masyarakat juga
mempunyai persepsi mengenai perngertian perkawinan, yang mana adanya perkawinan
adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga dengan sebuah ikatan.

Dengan memperhatikan arti dari perkawinan menunjukkan bahwa dengan adanya
perkawinan menunjukkan timbulnya sebuah hukum akan hak dan kewajiban yang harus
dilakukan. Anak sah dalam figih yakni ketika seorang anak lahir dengan adanya akad nikah
orang tuanya dan telah memenubhi atau lebih dari enam bulan dari usia perkawinan.4 Dari

sini dapat dipahami bahwasanya anak yang dilahirkan dengan kondisi adanya sebuah ikatan

3 Rohman Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, (Jakarta : Kencana, 2021), 1.
4 Zuhaili Wahbah, Figh Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (mesir : Darul Fikr, 1985). 29.
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perkawinanan orang tuanya sekaligus tidak kurang dari enam bulan masa kehamilan.
Perhitungan itu dimuali dari usia perkawinan orang tuanya. Pengertian ini juga di bahas di
dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1947 dan juga di dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 99. Pembahasan keduanya memiliki kesamaan bahawasanya anak yang
dilahirkan di dalam atau menjadi akibat dari ikatan perkawinan maka anak tersebut

berstatus anak sah.

Sebab Terjadinya Nasab

Metode atau cara dalam penentuan nasab, diantaranya: a) Pernikahan sah ataupun
fasid, metode ini secara praktik garis nasab dapat ditentukan setelah adanya pernikahan
meskipun pernikahan itu fasid>; b) Pengakuan garis nasab atau keturunan, pengakuan ini
bisa dilakukan dengan pengucapakan ikrar. Dengan adanya ikrar hukum maka dibagi
menjadi dua bisa ikrar untuk dirinya dan juga ikrar nasab yang ditangguhkan kepaada orang
lain.®

Pembuktian, penentuan nasab mengunakan metode pembuktian menjadi alasan
paling kuat. Pembuktian bisa dilakukan dan bagi seseorang yang dapat membuktikan bahwa
itu anaknya maka nasab tersebut di tetapkan secara sah sebagai nasabnya dengan bukti akta
kelahiran atau dengan bukti yang lain. Dalam sebuah kehidupan manusia tidak akan terlepas
dari pembahasan asal-usul mereka berasal seperti halnya asal-usul tentang sebuah
pernasaban yang akan menentukan silsilah kekeluargaan. Oleh karena itu adapun sebab-
sebab yang mengakibatkan terjadinya nasab yang dijelaskan dalam kitab figih islam wa
adillatuhu, diantaranya:

1. Masa kehamilan, dalam penentuan nasab melalui masa kehamilan seperti halnya
yang sudah dijelaskan di atas mengenai batasan usia kandungan terhadap anak sah
yakni enam bulan dari adanya perkakwinan yang sah.

2. Khilaf dalam kelahiran dalam penentuan anak yang dilahirkan, khilaf disini diartikan
bahwasanya adanya masalah dalam penentuan nasab seorang anak yang
dikarenakan adanya masa iddah. Dengan adanya masalah tersebut maka adanya

pengakuan dari seorang istri bahwasa ia telah melahirkan seorang anak dan suami

5 Zuhaili Wahbah, Figh Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (mesir : Darul Fikr, 1985). 38.
6 1bid. 38
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mengingkari akan pengakuan tersebut. Maka dalam permasalahan ini dapat di
ajukan kepada pengadilan dan membutuhkan kesaksian.7

3. Sebab penelitian, ketika ditemui adanya kebingungan akan status anak dari nasab
mana. Maka dapat dilakukan dengan penelitian melalui ahli nasab.8 Dengan adanya
perkembangan zaman yang semakin maju maka dalam hal ini penelitian bisa melalui
tes DNA yang dilakukan oleh pihak profesional dalam bidang tersebut.

4. Sebab pihak ayah, nasab disebabkan pihak ayah meliputi dari adanya pernikahan
yang sah, pernikahan yang fasid atau rusak dan wathi’ subhat (menggauli wanita yang
bukan istrinya tanpa disengaja).9 Adapun syarat-syarat, yakni:

a) Pernikahan sah atau fasid

b) Suami mampu untuk menghamili seorang wanita.

¢) Masa kehamilan mencapai batas minimal yakni enam bulan, apabila kurang dari
enam bulan dan ada pengakuan dari ayahnya bahwa itu anaknya maka dapat
dinasabkan kepadanya.

d) pertemuan suami istri

e) Wathi’subhat, wathi’ subhat ini berbeda dengan perzinahan, karena hubungan ini
adanya ketidak sengajaan seorang suami yang menyetubuhi seorang wanita yang
dikira istrinya. Oleh karena itu status anak tersebut apabila lahir tidak kurang dari
enam bulan dari persetubuhan tersebut maka dapat dinasabkan kepada laki-laki
yang menghamili tersebut. Dan apabila laki-laki tersebut melarikan diri status
nasab tersebut masih tetap sama dan tidak berubah seperti halnya seorang istri

yang melakukan perceraian atau perkawinan yang fasid.

Status Wali Nasab Dalam Perkawinan

Dalam perihal wali terdapat banyak pendapat yang berbeda dikalangan para

ulama’. Banyaknya pendapat yang berbeda tersebut dikarenakan tidak ditemukannya dalil

7 Zuhaili Wahbah, Figh Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (mesir : Darul Fikr, 1985). 30.

8 1bid. 31.
° Ibid. 32.
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yang menyebutkan secara tegas terhadap perwalian di dalam perkawinan. Akan tetapi

jumhur ulama’ mengambil salah satu ayat al-quran untuk dijadikan dasaran hukum, yakni:10

R LN IR P R B U R S I A A T PR T = LI
ol 13— 5 1) Ga sl GRS o O sl 3 (glal (als sl il 1)
C =z N _ % £ B E2e 3 e ry 3 L. -2 _ "./ 3 gy s, j,/’a
Deals a1 (85 2808 AT L nalls A Gad 2 O e iy i b Al G haally

Osalad Y 2l 5 alay a5

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan
kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin
kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada

orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci
bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”**

Ayat diatas menjadikan jumhur ulama’ berpandangan bahwa terdapat larangan
untuk seorang wali menghalangi atas perempuan yang ingin rujuk dengan mantan suaminya.
Oleh dari itu apabila seorang wali tidak mempunyai hak akan kewalian, maka dia tidak akan
mendapatkan larangan yang tercantum dalam al-qur’an untuk tidak menjadi penghambat
seorang perempuan yang mempunyai keinginan rujuk.!?

Wali nikah merupakan seorang yang mempunyai wewenang menikahan wanita
dengan calon suaminya. Dan wali termasuk rukun dalam pernikah, jika wali tidak terpenuhi
maka perkawinan terserbut tidak sah.'® Orang-orang yang memupnyai wewenang menjadi
wali diantaranya; Bapak, atau orang yang diwasiati untuk menjadi wali, Kerabat dari pihak
ayah, Berkaitan dengan kerabat, Orang yang memerdekakan budak, Penguasa (sultan)., Raja
(malik).13

Syarat untuk menjadi wali yakni, Beragama Islam, Baligh, Berakal, Laki-laki, Mampu
berbuat adil, Merdeka, Tidak sedang ihram. Wali nikah mempunyai pembagian dalam

kedudukannya. Adapun disebut dengan wali mujbir dan wali ghoiru mujbir.*

10 Muzammil Iffah, Figh Munakahat cet-1, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 19.

' MQ Tebuireng, Al Qur’an QS al- Bagarah 2:232.

12 Muzammil Iffah, Figh Munakahat cet-1, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 18

13 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta
: Gama Media, 2017) 62.

1 Rohman Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, (Jakarta : Kencana, 2021)53.

14 Muzammil Iffah, Figh Munakahat cet-1, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 22.
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Tabel 1. Pembagian Macam Wali Nikah

Status Wali Pengertian
Wali Mujbir Seorang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam
naungannya walaupun tanpa ada izin dan kerelaan dari seorang perempuan tersebut.!>
Wali  Ghoiru | Wali yang tidak mempunyai hak menikahan seorang perempuan dengan seorang laki-
Mujbir laki tanpa seizin dan kerelaan dari seseorang yang berada dibawah perwaliannya.

Kewenangan yang diperoleh oleh wali ghoiru mujbir dalam menikahkan yakni dapat
menikahkan apabila perempuan tersebut sudah dewasa, berakal, balig, wajib meminta

izin dan kerelaan baik statusnya perawan ataupun janda.'®

Namun meskipun wali dalam perkawinan termasuk rukun nikah dan sangat
penting, akan tetapi tidak boleh digunakan dengan sembarangan dan harus memperhatikan
status anak perempuan yang akan dinikahkannya. Wali yang diperhatikan dari sisi nasab
disebut wali nasab. Jika ada perempuan yang hendak menikah akan tetapi tidak adanya wali
maka perwaliannya dapat diserahkan kepada hakim. Dan hakim pun yang akan menjadi wali
ketika pelaksanaan pernikahannya.

Pandangan Masyarakat Muslim tentang Usia Anak Sah Dalam Kandungan Terhadap Wali
Nasab
Status anak merupakan pondasi seseorang dalam menentukan jati diri dan

menjadikan identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengertian anak sah
dalam figih yakni anak yang dilahirkan dalam kurun waktu minamal usia kehamilan yakni
enam bulan terhitung dari adanya pernikahan yang sah. Maka apabila anak tersebut
memenuhi syarat akan adanya batasan minimal usia kandungan terpenuhi maka status anak
tersebut sah dan sebagai konsekuensi dari adanya status tersebut maka anak berhak
mendapatkan hak-haknya berupa pernasaban, perwalian, waris dan lain sebaginya.

Namun apabila adanya permasalahan-permasalahan lain maka tidak hanya
menggunakan metode masa kehamilan untuk dapat menentukan status anak tersebut, akan

tetapi bisa memalui metode pengakuan dan juga pembuktian. Di dalam figih apabila anak

15 Rohman Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, (Jakarta : Kencana, 2021)
60.
18 ibid.60

Ana Maulida Sabila, hIm : 143-154
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA



https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4806
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

-1V Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 9, No. 2, Juli 2024
DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4806

tersebut lahir tidak mmemenuhi sebab-sebab dari adanya hubungn pernasaban maka hak-
haknya tidak dapat didapatkan terutuma dalam pernasaban dan juga perwalian.

Tidak sama dengan ketetapan yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan yakni
anak sah merupakan anak yang lahir dari adanya ikatan perkawinan baik itu itu masih berada
dalam ikatan atau menjadi akibat dari ikatan pernikahan. Dari sini dapat dipahami tidak
adanya batasan usia masa kehamilan untuk dapat dijadikan patokan dalam menentukan
status anak sah, akan tetapi hanya diperlukan adanya pernikahan yang sah. Oleh sebab itu
status anak sah diperoleh secara otomatis apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan
atau sebagai akibat dari perkawinan., namun apabila anak tersebut tidak dilahirkan di dalam
pernikahan yang sah maka tidak dapat mendapatkan status anak sah dan juga hak-haknya.

Dari sini ditemukan adanya perbedaan dalam penentuan status anak sah akan
tetapi memiliki kesamaan yakni apabila anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah.
Aturan yang ada di dalam figih itu apabila dipergunakan kepada msyarakat Indonesia
khususnya desa Pundong akan menimbulkan banyaknya permasalahan yang disebakan
adanya diskriminasi status seseorang dari kelahirannya dan adanya aturan yang diatur oleh
undang-undang perkawinan ini merupakan solusi dalam menghadapi persoalan sosial yang
ada di tengah masyarakat supaya tidak menjadikan seorang anak menjadi korban akan
perbuatan orang tuanya dimasa lalu dan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat.

Masyarakat di desa Pundong ini tentulah sama dengan masyarakat di daerah yang
lain. Yang mana perlu diingat bahwasanya latar belakang masyarakat tidak semua sama.
Dalam hal ini penulis akan membaginya menjadi dua kelompok latar belakang masyarakat
dari segi keilmuan yakni masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan di lingkungan
formal sekaligus keagaaman dan masyarakat yang hanya sekedar menempuh jenjang
pendidikan formal.

Masyarakat jenjang pendidikan formal dan non formal (keagamaan), masyarakat
yang menjadi sasaran objek penelitian ini yakni para tokoh agama. Dimana pandangan
mereka tentang batasan usia anak sah mengikuti pendapat jumhur ulama’ yakni enam bulan
masa kehamilanterhitung dari adanya pernikahan yang sah barulah dapat dinasabkan
kepada bapak biologisnya. Adapun pandangan mereka terhadap aturan yang ada di dalam
undang-undang yakni merupakan solusi dari banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari

status seorang anak terhadap pernasabannya.

(BATASAN USIA KANDUNGAN ANAK SAH TERHADAP WALI NASAB), him : 143-154
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA



https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4806
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 9, No. 2, Juli 2024 151
DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4806

Masyarakat jenjang pendidikan formal, dari wawancara kepada masyarakat yang
bukan termasuk tokoh agama mereka memiliki pandangan bahwasanya Mayarakat di desa
pundong ini tidak ada batasan usia kandungan dalam sebuah penentuan status anak sah
apalagi untuk ditentukannya pernasaban seorang anak kepada seorang ayah biologis.
apabila seorang laki-laki yang telah menghamili perempuan maka dia sudah menjadi ayah
dari anak tersebut dan yang menikahi wanita hamil tersebut juga harus siap untuk menjadi
bapak dari anaknya karena dia mau untuk menikahi ibunya. Maka dari itu anak dapat
mendapatkan seluruh hak-haknya asalkan adanya pernikahan yang sah.

Dapat ditarik pemahaman masyarakat desa Pundong yang memiliki basis keilmuan
keagamaan, mereka memahami  status anak sah dari aturan figih dan tidak
mempemasalahkan adanya aturan di dalam Undang-undang guna untuk menolong status
sosial anak tersebut. Dan pandangan masyarakat basis keilmuan hanya formal adanya
perkawinan orang tua yang sah merupakan penentu status anak tersebut dengan tidak
adanya batasan-batasan minimal usia masa kehamilan. Pandangan tersebut sudah menjadi
kebiasaan di masyarakat dan sesuai dengan pasal yang ada di dalam Undang-undang
Perkawinan sekaligus Kompilasi Hukum Islam. Karena masyarakat kurang pemahaman akan
batasan usia yang telah disepakati oleh jumhur ulama yang mana batasan usia kehamilan
minimal adalah enam bulan terhitung dari adanya akad atau setara dengan 180 hari dan 175

hari menurut malikiyah baru bisa di nasabkan kepada ayahnya.

Tindakan Tokoh Agama Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nasab Terhadap Anak Luar
Nikah

Dalam penyelesaian permasalahan nasab dan juga status anak sah terhadap anak
luar nikah, tokoh agama desa Pundong memiliki dua pendangan apabila anak tersebut
dilahirkannya di dalam perkawinan yang sah maka keputusan bisa mengikuti undang-
undang negara yang digunakan untuk menentukan status anak tersebut. Akan tetapi apabila
anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut secara pasti tidak
mendapatkan status sebagai anak sah dan juga pernasaban dari ayah biologisnya. Tokoh
agama juga menghargai adanya aturan negara yang dimana dengan adanya peraturan

tersebut menjadi sebuah solusi dari hukum sosial supaya anak tersebut tidak mendapatkan
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deskriminasi dari perbuatan orang tuanya dan juga menutup aib yang telah dilakukan oleh
orang tuanya.

Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama ketika di hadapkan permasalahan terkait
anak luar nikah, pastinya mereka akan memberikan pengertian kepada keluarga tentang
adanya ketentuan-ketentuan dalam figih untuk menentukan sebuah pernasaban anak
kepada ayahnya. Akan tetapi jika tidak ditemui permasalahan dan sudah dibuktikan dengan
keputusan yang diputuskan oleh negara menggunakan pembuktian dan tidak ada laporan
mengenai hal tersebut maka mereka akan mengikuti sesuai dengan dokumen yang ada.
Karena kita juga warga negara Indonesia yang mana juga memiliki aturan yang telah diatur
oleh negara. Upaya tokoh agama menyelesaikan masalah nasab terhadap anak luar nikah
mereka memilih kemaslahatan umat dengan menerapkan kebijakan aturan yang ada di
dalam negara Indonesia. Seperti undang-undang yang memposisikan seluruh warga
Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan pengakuan.17 jadi apabila
ditemukan permasalahan-permasalahan yang sekiranya telah diketahui adanya kesalahan
dan mencoba untuk di manipulasi maka tokoh agama akan memberikan pengertian kepada
yang bersangkutan sesuai aturan yang ada dalam figih.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah ; pertama, bawa anak sah adalah anak yang
dilahirkan dari adanya hubungan perkawinan yang sah. Dalam figih anak sah merupakan
anak yang dilahirkan dengan minimal usia masa kehamilan yakni enam bulan setelah adanya
perkawinan. Dan dalam undang-undang anak yang lahir dalam perkawinan maka anak itu
secara otomatis menjadi anak sah tanpa adanya batas minimal usia masa kehamilan. Kedua,
masyarakat muslim desa Pundong memiliki pandangan bahwasanya tidak adanya batasan
usia kandungan untuk menentukan sebuah pernasab dan juga status anak sah selagi anak
tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah. Pandangan tersebut serasi dengan aturan yang
ada di negara Indonesia karena tidak tercantumkannya batasan usia kandungan terhadap
anak luar nikah. Ketiga, tindakan tokoh agama di desa Pundong ketika menghadapi

persoalan nasab, maka akan memberikan pengertian sesuai dengan hukum figih kepada

17Nurul, Irfan. “Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK”. (UIN Syarif Hidayatullah : Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah, 2012) 252.
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orang-orang yang mendapatkan permasalahan nasab. Akan tetapi apabila permasalahan itu
sudah mendapatkan keputusan dari negara maka tokoh agama mengikuti keputusan yang

telah dibuat oleh negara.
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